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1. Para K~tua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Perlama

di
Seluruh Indonesia

Sehubungan pada tanggal 23 Juli 2008 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53
Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negcu'a Bukan Pojak Yang
Bcrlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Perac1ilan Yang Berada Di BawahnY-1,
Mahkamah Agung memandang periu memberikan Petunjuk Pdaksanaan lcbili Ian}"
:;ebagai berikut :

1. Tarif atas jeni::: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diberlakukan terr.adap
semua permohonan dan gugatan yang diajukan ~~rliitung sejaJ.::tanggaI 23 Juli :2vOll,
sebagaimana diatur dalam rasal 4 PP No. 53 'l'ahun 2008 dan surat Mahkaluah
Agung RI No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 20VS perihal
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008.

2. Pada saat menerima pendaftaran perkara, komponen biaya PNBP yang harus
dimasukkan dalam penaksiran panjar biaya oIe~ Petugas Meja I yang dituangkan
dalaIn SKUM adalah hiaya pendajtarall (Lampirar. PP No. 53 Tahun 20G8 nl'ruf .'\,
B, C dan D) dan hale reda/(si (Lllmpiran PP No ..53 'rahun 2008 huru~E angka~) ."

3. Pemungiltan biaya PNBP dari pihak be:-perkar'1 diI<lkuk,m oleh Kasir ber3umft""
dengall or:gkos/biaya proses pemeriksaan perkam. :;ebagaima;la yang 1~~'tU"Ul~cta:hi'r,
SKUM yang dibuat oleh Petugas Meja 1.

4. PNBP sebagaimana pada angka 2, dibukukan pada Buku Jur::al dan Bukll,. Indt:k
Keuangan Perkara sehagai pengeluarar. dengan tef:nis pengeluaran sebagai berlkut:

a. Pengeluaran biaya pendaftaran dalam Buku Jumal dan Buku Induk Kt'.wulgan
Perkara dilakukan pada tanggal saat perkara tersebut didaftar.

b. Pengeluaran hak redaksi daJam Buku Jurnal uan Duku Induk Keuar-gar. PC:bU',l,
sarna dengan pengeluaran materai, yaitu j"(Jja tang,gal saat perkara te:~dJ'j~
diputus. .

5. Biaya Pl\13P yang telah dikeluark(ln dari Buh,. Jurnal can Buku Induk K~uangan
PerkarCl, k~mudian dibukukan ke dalam Buku Hale·Hak Kep:mite!'a::!.'l (i-iHE) yaug
tanggal remhukuaanya sarna dengan tanggal jJen;;eluaran pada Buku Jumai oC':l
Buku Induk Keuangan Perkal·a.

6. Biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak r~daksi (Lampiran PP No. 53 ·rahun
~008 huruf E), karena bersifat insidental, tidak termasuk k~)P1iKJDen yung
dimasukk.an oleh Petugas Meja I pada saat penaksiran panjar biaya perkai"a.

7. Biaya FNBP sebagaimana pc1daangka 6: tidak dit,lkukan di Buku Jumal dan Bukl.\
Induk Keuangan Perkara, akan telapi dibukukan :1.alambuku terscndiri.

8. Buku HHK tersebut merupak.:m !:mku pertanggt:llgi:wl:.loan P~.ngadilon atllii bi(~y"
Kepaniteraol1 (G.viffier Kosten) terhad3p .Negara YU:1g disetor kepadet BenJ::ll1ara\Yf1J1
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Penerima untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. Terhadap Buku ffiIK ini, BPK
berwenang melakukan perneriksaan.

9. Selarnbat-Iarnbatnya setiap 7 (tujuh) hari sekali, Kasir rnenyetorkan biaya PNBP
(HHK) kepada Bendaharawan Penerima untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara
dengan menutup Buku HHK, denganteknis sebagai berikut :

a. Pada koloID keterangan Buku HHK dicatat tanggal dan jumlah uang yang disetor
oleh Kasir kemudian ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima, hal tersebut
berlaku sebagai bukti penerimaan HHKI PNBP.

b. Bendaharawan Penerima harus segera menyetorkan biaya PNBP yang
diterimanya dari Kasir ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos
setempat dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
sebagaimana terlampir.

10. Selambat-lambatnya setiap tanggal5 (lima) bulan berikutnya:

a. Biaya PNBP harus dilaporkan pada laporan bulanan tentang Laporan Biaya.
Perkara;

b. PaniteralSekretaris wajib mengirirnkan Laporan Bulanan' kepada Kepala Badan
Urusan Administrasi c.q. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
bersamaal1 dengan penyetoran biaya-biaya PNBP .lainnya dengan tembusan
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

11. Jenis PNBP non Biaya Pendaftaran dan Hak Redaksi, mekanisme pemungutan dari
PemohonIPenggugat, penyetoran dari Kasir ke Bendaharawan Penerima dan
penyetoran ke kas Negara, sama dengan PNBP jenis pendaftaran dan hak redaksi.

12. Untuk perkara yang diterima mulai tanggal.23 Juli 2008 atau setelahnya, yang karena
suatu hal, belurn dipungut biaya PNBP-nya dari pihak berperkara dan perkara
tersebut belum diputus, Pengadilan memberitahukan kepadaPemohonIPenggugat
melalui surat untuk membayar biaya tersebut. Dalam hal perkara telah diputus dan
PemohonIPenggugat belurn membayar PNBP, maka pertanggung jawaban PNBP
adalah sebesar biaya Hak Hak Kepaniteraan sebagaimana ditetapkan oleh Hakim
dalam putusan perkara yang bersangkutan.

Demikian agar menjadikan perhatian atas pelaks~t;laannya.

A. TUMPA SH. MH.

Tembusan : Kepada "'(tho
. 1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Direktur Jenderal Badan peradilan Mahkamah Agung RI
6. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI
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